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Skripis dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw Tentang Tindak 
Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin”. Ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan: (1) bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi 
Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw terhadap tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin, (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang tindak 
pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan 
berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 99/Pid.B/LH/2019/ PN 
Slw sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-
undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan 
dengan tindak pidana prngangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang kemudian 
dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 
penjara terlalu ringan yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya dalam ketentuan 
Undang-undang yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 
juta rupiah). Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengangkutan 
kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Perbuatan terdakwa merupakan tindakan perusakan 
lingkungan yang hukumannya adalah jarimah ta’zir   yang diserahkan kepada 
majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan 
umum berdasarkan kaidah hukum pidana Islam dan harus memenuhi asas 
keadilan, serta tidak terlalu meringankan hukuman sehingga tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi aparat penegak hukum, semoga 
dapat memberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan ketentuan yang ada 
di Undang-undang, hukumannya tidak terlalu ringan dan sesuai dengan tindak 
pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, 
serta tidak terulang kembali kasus-kasus seperti itu dan tidak menimbulkan 
kerugian bagi negara serta tidak merusak lingkungan yang ada disekitar.menjadi 
pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa untuk menjaga kelestarian 
lingkungan  dan tidak melakukan tindak pidana yang mana dapat merugikan diri 
senidri, orang lain, serta lingkungan sekitar. Karena lingkungan termasuk ciptaan 
Allah SWT dan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada dimuka 
bumi, serta bagi makhluk hidup lingkungan itu sangat penting bagi kelangsungan 
hidupnya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Alam merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 
diberikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang 
ada dipermukaan bumi. Dan Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan 
sumber daya alamnya. Salah satunya adalah hasil hutan kayu yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku mebel, bangunan, furniture, dan lain-lain. 
Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 
dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.1 
Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dinyatakan 
bahwa “pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan 
hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut 
hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya”.2 Namun dalam 
pemanfaatan hutan sekarang ini banyak disalahgunakan seperti salah satunya 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. 
Hukum Pengangkutan kayu hasil hutan bersifat administratif, maka 
dalam pelaksanaa kegiatan pengangkutan kayu harus disertai dengan Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas 
                                                          
1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
2 Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. 
 


































pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 50 ayat (3) 
huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa “Setiap 
orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan Surat Sahnya Hasil Hutan”.3 Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan dokumen-dokumen 
yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan 
dalam penatausahaan hasil hutan.4  
Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 
Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Setiap orang  yang melakukan 
pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan 
surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”.5 Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hasil hutan 
kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat pengangkutan disertai 
bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan 
dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tidak disertai 
bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Jika tidak 
disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berarti sama dengan 
melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan 
dikenai sanksi penjara/denda, dan sanksi administratif. 
                                                          
3 Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
4 Pasal 1 ayat (29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. 
5 Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. 
 


































Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin merupakan perbuatan tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: 
1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/memiliki hasil penebangan dikawasan hutan 
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; 
b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 12 huruf h 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
2) Orang perorangan yang karena kelalaiannya: 
a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d; 
b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang  
tidak dilengkapi secara surat keterangan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan 
dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah. 
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang 
bertempat tiinggal didalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, 
pealku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
4) Koorporasi yang: 
a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
d; 
 


































b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau 
c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).6 
Dalam hukum Islam telah diberi peringatan akan larangan merusak 
lingkungan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-A’raf ayat 56 yang 
berbunyi: 
  َوالَ تُ ْفِسُدواْ ِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحهَ ا َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرحَْ َت الّلِه َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَ 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah 
memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”7 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan 
sumber daya alam yang bersifat publik. Secara prinsip Islam tidak melarang 
manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan  oleh 
Allah swt.8 Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam dilarang untuk 
mempergunakan secara berlebihan dan harus sesuai dengan peraturan yang 
telah di undang-undangkan, serta tidak merusak sumber daya alam tersebut, 
karena jika berlebihan akan menimbulkan kerugian  bagi masyarakat umum 
serta merusakdapat dikenai sanksi penjara maupun pidana. 
                                                          
6 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan . 
7 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 224. 
8 Mugiyanti, “Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam”, Al-Jinayah: 
Hukum Pidana Islam, No. 5, Vol. 2, (2016), 441. 
 


































Dalam perbuatan merusak lingkungan dalam hukum pidana Islam 
termasuk dalam  jarimah ta’zir   yang dihukum dengan hukuman ta’zir  . 
Bentuk jarimah ta’zir   adalah tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya 
didalam al-Quran maupun al-Hadis. Bentuk lain dari  jarimah ta’zir  adalah 
kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh uli> al-amr  tetapi sesuai 
atau tidaknya bertentangan dengan niali-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan 
syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup.9 
Salah satu tindak pidana kehutanan adalah pengangkutan kayu hasil 
hutan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Tegal yang masih dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Slawi dengan nomor putusan: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw dengan terdakwa Masroni Bin Abduloh. Pada saat 
ditangkap terdakwa Masroni Bin Abduloh sebagai sopir yang mengangkut 
kayu hasil hutan tersebut atas perintah Waryono yang masih dalam Daftar 
Pencarian Orang (DPO). Atas perbuatannya  terdakwa telah melanggar Pasal 
12 huruf e yang ancaman pidananya terdapat pada pasal 83 ayat (1) huruf b 
Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Dalam putusan pengadilan tersebut hakim memutus dengan hukuman 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 83 ketentuan pidananya 
adalah pidana kumulatif dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun beserta denda paling sedikit Rp 
                                                          
9 Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), 163. 
 


































500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 
(dua miliar lima ratus juta juta rupiah). 
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 
kasus tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dengan judul 
skripsi: “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw Tentang Tindak Pidana 
Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperoleh 
identifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Di Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana pengangkutan kayu hasil 
hutan tanpa izin. 
2. Tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam hukum 
Islam. 
3. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan 
tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw tentang tindak pidana pengkutan kayu hasil hutan tanpa izin. 
5. Pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
 


































6. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pengangkutan 
kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi 
analisis pada batasan masalah sebagai berikut: 
a. Putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor  99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw terhadap tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. 
b. Analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
D. Rumusan Masalah 
Dari beberapa uraian sebelumnya, maka yang emnjadi pokok masalah 
pada penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor  
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw terhadap tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin? 
b. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw) ? 
 


































E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak merupakan pengulangan 
atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Maka penulis melkaukan 
pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak 
pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Diantaranya penelitian yang 
sudah dilakukan sebagai berikut: 
1. Skripsi Lailatul Arofah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Dengan judul “Tinjauan 
Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 
Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN Kpj tentang Tindak  Pidana Mengangkut 
Hasil Hutan Kayu Secara Tidak Sah”. Persamaannya dengan penelitian 
ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkutan hasil hutan tanpa 
izin dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, dan perbedaannya adalah skripsi 
tersebut membahas penerapan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori 
sedangkan pada penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam 
Putusan Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw.10 
2. Jurnal yang ditulis oleh Cindy Angela, Imam Santoso, dan Firman Wijaya 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Tahun 2019. 
Dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil 
                                                          
10 Lailatul Arofah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 
Nomor 302/Pid.Sus/2014/PN Kpj tentang Tindak  Pidana Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara 
Tidak Sah” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 
 


































Hutan Tanpa SKS HH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Studi 
Kasus Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Smg)”. Persamaannya 
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Pengangkutan 
Hasil Hutan Tanpa Izin, dan perbedaanannya adalah pada jurnal tersebut 
membahas penerapan Undang-Undangnya serta upaya mengatasi 
problematika pengangkutan hasil hutan tanpa izin, sedangkan pada 
penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan 
Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw serta tindak pidana pengangkutan hasil 
hutan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.11 
3. Skripsi Afandi Machrus Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Dengan judul “Hukuman 
bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 
(Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN Ktb)”. Skripsi tersebut 
membahas mengenai hukuman pelaku pembalakan liar dalam perspektif 
dalam Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian ini membahas 
mengenai tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin dalam 
perspektif Hukum Pidana Islam.12 
4. Skripsi Bagus Riyan Andiyansyah Fakultas Syariah dan Hukun 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Dengan 
judul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak 
                                                          
11 Cindy Angel, et al., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa 
SKS HH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Studi Kasus Putusan Nomor 
103/Pid.Sus/2015/PN Smg)”, Krisna Law, No. 3, Vol. 1 (2019). 
12 Afandi Machrus, “Hukuman bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana 
Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN Ktb)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 
2018). 
 


































Pidana Pengangkutan  Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla)”. Persamaannya 
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkutan 
hasil hutan tanpa izin dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Dan 
perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan 
hakim dan hukum positif tentang pengangkutan hasil hutan tanpa izin, 
sedangkan skripsi ini membahas mengenai putusan Nomor 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw13 
5. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman  Upara dosen Fakultas Hukum 
Universitas Yapis Papua Tahun 2015. Dengan judul “Proses Penyidikan 
Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat 
Ketrangan Sahnya Hasil Hutan”. Pada jurnal tersebut membahas Proses 
penyidikan tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi 
keterangan sahnya hasil hutan, sedangkan pada penelitian ini membahas 
mengenai putusan hakim dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw serta tindak pidana pengangkutan hasil hutan dalam perspektif 
Hukum Pidana Islam 
Diantara penelitian tersebut dengan penelitian ini, mempunyai sedikit 
kesamaan yaitu sama-sama membahas tindak pidana pengangkutan kayu hasil 
hutan tanpa izin, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah dalam pembahasan ini lebih fokus pada 
                                                          
13  Bagus Riyan Ardiyansyah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak 
Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 
23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 
 


































pembahasan putusan hakim serta pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin 
dalam perspektif hukum pidana Islam. Adapun dalam penelitian-penelitian 
sebelumnya mengenai tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin 
belum ada yang membahas secara detail dalam perspektif hukum pidana Islam 
F. Tujuan Penelitian 
Para peneliti pasti memiliki tujuan dari adanya penelitian yang 
dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka skripsi ini 
bertujuan untuk: 
1. Mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor  
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw terhadap tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin. 
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Aspek Teoritis (Keilmuan)  
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi 
penyusunan hipotesis berikutnya apabila ada kesamaan masalah dan 
memperluas pengembangan ilmu hukum dalam bidang penerapan sanksi, 






































2. Aspek Praktis (Terapan) 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam argumentasi atau pendapat hukum olwh pwnwgak 
hukum demi menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang 
sesuai dengan Undang-Undang, serta terwujudnya hukuman yang tepat 
kepada pelaku tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. 
Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi kepada masyarakat 
yang melakukan usaha pertambangan agar mempunyai izin dari pihak 
yang berwenang demi keamanan dan pencegahan terhadap kerusakan 
lingkungan. 
H. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya 
definisi operasional untuk mempermudah pemahaman dan menghindari 
kesalahan dalam masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan mengenai 
pengertian dari judul skripsi sebagai berikut: 
1. Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan fiqh jinayah, yaitu 
hukum yang mengatur mengenai suatu tindak kejahatan terhadap manusia 
atau manusia lainnya ataupun atas harta benda milik orang lain.14 Hukum 
Pidana Islam ini bersumber dari al-Quran dan al-Hadist, serta beberapa 
pendapat para ulama’ dalam kitab-kitab fiqh. Pada skripsi ini fiqh jinayah 
                                                          
14 Mustofa Hasan, et al., Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 
17. 
 


































yang dimaksudkan adalah fiqh jinayah yang mengatur tentang jarimah 
ta’zir . Dalam hal ini adalah mengenai jarimah ta’zir   yang bentuk 
hukumannya belum ditentukan oleh syara’ sedaangkan untuk penetapan 
dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada ulīl al-amr dalam tindak 
pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin seperti kasus dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
2. Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin 
Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, baik 
berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, 
diancam berdasarkan Undang-Undang.15 
Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin adalah melanggar 
Undang-Undang yakni mengangkut hasil hutan hutan yang berupa kayu 
bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari 
kawasan hutan dan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan 
penatausahaan hasil hutan.16 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. dengan 
                                                          
15 Lukman Fatahullahrais, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1997), 5. 
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan. 
 


































metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Kemudian dianalisis 
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu 
dengan membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal 
yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam yakni yang 
berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.17 
Dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin dengan Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
2. Data yang Dikumpulkan 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw dalam tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin 
b. Pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
3. Sumber Data 
Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan, maka penulis 
menggunakan data sebagai berikut : 
a. Sumber data primer 
                                                          
17 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3. 
 


































Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh langsung dari objek aslinya.18 Sumber data primer dalam 
penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw dan perundang-undangan. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang 
diperoleh berdasarkan informasi yang tidak langsung yang didapatkan 
peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder juga 
merupakan bahan data yang berfungsi sebagai pendukung terhadap 
kelengkapan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder 
yaitu : 
1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  18 Tahun 2013 
3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 
5) Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Semarang, 
CV Toha Putra, 1989. 
6) Mugiyanti, Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif 
Hukum Islam, Hukum Pidana Islam, No. 5, Vol. 2, Al-Jinayah, 
2016. 
7) Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam 
Islam), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000. 
                                                          
18 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 220. 
 


































8) Lukman Fatahullahrais, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, 
Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997. 
9) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam 
Fiqh Jinayah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2013. 
10) Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta, 
Yayasan Obor Indonesia, 2004. 
11) Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian, Surabaya, Uin Sunan 
Ampel Press, 2014. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam proses pengumpulan data ada dua teknik pengumpulkan data 
sebagai berikut : 
a. Teknik dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah 
data-data yang berbentuk berkas atau dokumen.19 Dalam hal ini 
dokumen putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. 
b. Teknik kepustakaan 
Yaitu pengumpulan referensi melalui buku-buku yang 
berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh penulis untuk 
mendukung penelaah masalah yang menjadi objek dalam penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam pelitian ini, adalah: 
                                                          
19 Ibid., 235. 
 


































a. Deskriptif analisis  
Yaitu teknik analisa dengan cara menjelaskan data apa adanya, 
dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin yang kemudian di analisa dengan menggunakan 
hukum pidana Islam. 
b. Pola pikir deduktif 
Yaitu metode yang membahas persoalan dimulai dengan 
memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum 
pidana Islam yakni yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan 
kayu hasil hutan tanpa izin kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus dari hasil penelitian. 
J. Sistematika Pembahasan 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 
analisa, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memberikan gambaran 
terhadap masalah dengan menyusun fakta-fakta sehingga membentuk 
konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Maka dengan 
menyusun skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengangkutan kayu hasil 
Hutan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri 
Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw)” maka diperlukan adanya sistematika 
pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
 


































Bab pertama memuat pembahasan awal yang memaparkan tentang 
pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi maslaah, 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
Bab kedua  memuat landasan teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai 
tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam hukum pidana 
Islam dan menjelaskan mengenai jarimah dalam hukum pidana islam. 
Bab ketiga paparan data tentang masalah yang dibahas dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang meliputi: deskripsi kasus, 
keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, pertimbangan 
hakim, hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, dan putusan hakim. 
Bab keempat memuat paparan mengenai analisis terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang tindak 
pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin serta analisisnya dalam 
perspektif hukum pidana Islam. 
Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dari pokok 








































KONSEP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN 
TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Hukum 
Pidana Islam 
1. Pengertian 
Dalam Islam dikenal dengan istilah Al-Himaa, kata Al-Himaa 
adalah bentuk kata mashdar, namun yang dimaksudkan adalah makna 
isim maf’uul yaitu Al-Mahmiy yang artinya kawasan merumput yang 
dilindungi dan terlarang bagi orang lain. Atau yang dimaksudkan adalah 
kata al-Himaayah yang berarti melindungi dan At-Tahjiir yang berarti 
membuat pembatas. 
Pengertian Al-Himaa menurut syara’ adalah seorang imam 
melindungi suatu lahan mati atau dengan atau dengan kata lain 
menjadikannya sebagai kawasan terlarang untuk umum, sehingga orang-
orang tidak boleh merumput dan menggembala di dalamnya, akan tetapi 
lahan tersebut menjadi kewenangan khusus si imam untuk kepentingan 
dan kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk kepentingan dan 
kemaslahatan pribadi si imam. 
Sedangkan pengertian al-Himaa menurut Ulama Malikiyyah adalah 
suatu lahan yang dilindungi dan ditetapkan oleh imam sebagai kawasan 
 



































terlarang untuk umum demi kepentingan dan hajat orang-orang 
selainnya.1 
Islam menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas dengan 
status bumi mati dalam hutan-hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran 
dalam hutan yang secara geografis ada dalam kawasan wilayah 
pemukiman. Kedua jenis hutan tersebut menjadi hak pemerintah, dan 
berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak 
negatif pada lingkungan sekitar.2 
2. Dasar Hukum 
Islam melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan 
lingkungan. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 56 :  
َوالَ تُ ْفِسُدواْ ِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ  َرْحََت الّلِه َقرِيٌب مَِّن  
  اْلُمْحِسِنيَ 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 
Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut 
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.3 
Ayat ini melarang pengrusakan yang ada di bumi yang telah di 
ciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan 
memenuhi kebutuhan makhluk. 
Dan di dalam Hukum Pidana Islam kasus tindak pidana 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin merupakan salah satu penyebab 
kerusakan hutan, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, 
                                                          
1 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jilid 6) (Jakarta: Gema Islami, 2011), 523. 
2 Ahsin Sakho Muhammad, et al, Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah) (Jakarta: Conservation 
International Indonesia, 2006), 46. 
3 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 224. 
 



































orang lain, dan alam serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh syara’. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah al-
qas}as} ayat 77 yang menyebutkan agar manusia tidak membuat kerusakan 
di muka bumi yaitu: 
اَر اْْلِخرََة  نْ َيا َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك مِ  ۖ  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ َوَأْحِسْن َكَما  ۖ  َن الدن
ُُِبن اْلُمْفِسِدينَ ِإنَّ اللَّهَ  ۖ  َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف اأْلَْرِض  ۖ  لَْيَك َأْحَسَن اللَُّه إِ    اَل 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. 
Al-qas}as} : 77) 
 
Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa perbuatan pengangkutan 
kayu hasil hutan tanpa izin termasuk dalam jarimah  pengrusakan bumi 
yang telah dilarang oleh Allah SWT. 
B. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana dalam fiqh Islam disebut dengan fiqh jinayah yaitu 
hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan yang berkaitan dengan 
kejahatan manusia dengan manusia lainnya atau atas benda yang 
merupakan milik orang lain. Dalam kitab klasik, pembahasan mengenai 
jinayah dikhusukan pada perbuatan dosa yang mana objeknya badan dan 
jiwa. Para ulama kontemporer menghimpunnya menjadi satu mulai dari 
semua jenis kejahatan dan pelanggaran yang objek sasarannya badan, 
 



































jiwa, kehormatan, harta benda, negara, nama baik, lingkungan hidup dan 
tatanan hidup, semua itu dihimpun dalam fiqh jinayah atau hukum pidana 
Islam.4 
Pada hukum pidana Islam ada istilah lain jinayah yaitu jarimah. 
Pada dasarnya, kata jarimah berarti perbuatan buruk, jelek dan dosa. 
Secara harfiah kata jarimah sama dengan jinayah yaitu larangan syara’ 
apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. 
Jarimah biasanya diterapkan dalam perbuatan dosa, seperti mencuri, 
membunuh, perkosaan dan sebagainya. Semua perbuatan dosa tersebut 
disebut jarimah dan dirangkaikan dengan sifat perbuatannya, seperti 
jarimah  pencurian, jarimah  pembunuhan dan jarimah  perkosaan.5 
2. Unsur Jarimah  
Dikatakan perbuatan pidana (jarimah) apabila telah terpenuhi unsur 
-unsurnya. Secara umum unsur-unsur dalam hukum pidana Islam terbagi 
menjadi tiga yaitu unsur formal, unsur materiil dan unsur moral.6 Berikut 
penjelasannya: 
a. Unsur formal yaitu perbuatan pidana yang ketentuannya ada di dalam 
undang-undang atau nass. Artinya perbuatan tersebut dilarang oleh 
nass atau undang-undang dan apabila dilakukan akan terkena 
hukuman. Misalnya, ketentuan hukum pencurian yang telah 
ditetapkan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 38 dengan hukuman 
                                                          
4 Mustofa Hasan, et al., Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 
17. 
5 Ibid., 19. 
6 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11. 
 



































potongan tangan.7 Dalam hukum pidana positif hal ini disebut dengan 
asas legalitas yang artinya suatu perbuatan tidak dilarang atau tidak 
diancam pidana apabila tidak ada ketentuan peraturan yang 
mengaturnya terlebih dahulu.8 Kaidah tentang ini adalah 
“tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman 
sebelum adanya nass (aturan pidana)”9 
b. Unsur materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang 
tindakannya nyata dilakukan. Dengan arti lain adanya tingkah laku 
seseorang yang membentuk tindak pidana, baik itu dengan sikap 
berbuat ataupun tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan 
pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. 
Tindakan pelaku tersebut termasuk unsur materiil, karena 
perilakunya membentuk tindak pidana. Sedangkan  dalam hukum 
positif, perilaku tersebut masuk dalam unsur objektif, yaitu perilaku 
yang bersifat melawan hukum. 
c. Unsur moral yaitu unsur yang dimintai pertanggungjawaban atas 
tindak pidana yang diperbuat oleh si pelaku. Oleh karena itu, pelaku 
tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, menegrti isi 
beban dan sanggup menerima beban tersebut. Pertanggungjawaban 
diberikan kepada seorang mukallaf yaitu orang yang sudah ‘aqil  dan 
baligh. Dengan demikian apabila orang yang melakukan adalah orang 
                                                          
7 Ibid., 12. 
8 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 27 
9 Jaih Mubarok, et al., Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam) (Bandung: Pustaka 
Bani Quraisy, 2004), 40. 
 



































gila atau masih dibawah umur maka tidak bisa dimintai 
pertanggungjawaban atau tidak dikenakan hukuman. 
3. Pembagian Jarimah  
Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat 
ringannya hukuman, baik yang ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran 
dan hadist. Ulama membagi jarimah  menjadi tiga macam yaitu: 
a. Jarimah  hudud 
Hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Menurut bahada, had 
berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku 
dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut tidak mengulangi 
perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah syara’, had adalah 
pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam jurisprudensi 
Islam, kata hudud dibatasi pada hukuman atas tindak pidana yang 
tercantum dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Pada hakikatnya jarimah  
hudud adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihapuskan sebagai 
perbuatan melanggar hukum yang jenis dan hukumannya telah 
ditentukan oleh nass, yaitu hukuman had (hak Allah) dengan jumlah 
terbatas.10 
Jarimah  yang menjadi hak Allah pada dasarnya merupakan 
jarimah  yang menyangkut masyarakat banyak dengan tujuan 
menjaga kepentingan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. 
Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan ketentuan 
                                                          
10 Mustofa Hasan, et al., Hukum Pidana Islam ..., 47. 
 



































syara’ dan tidak berijtihad dalam menentukan hukuman. Para ulama 
sepakat bahwa yang masuk dalam kategori jarimah  hudud yaitu zina 
(qadzaf), mencuri, merampok (hirabah), pemberontak (bughat), 
minum-minuman keras dan murtad.11 
b. Jarimah   qis}a>s – diyat 
Qis}a>s dalam hadis disebut degan kata qawad, maksdudnya 
adalah seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang 
diterima pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban. 
Abdul Qadir Audah mendefinisikan qis}a>s sebagai pembalasan yang 
seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah 
diperbuat oleh pelaku terhadap korban.12 
Hukuman yang paling berta pada jarimah qis}a>s diyat yaitu 
hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan 
hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak 
karena dalam jarimah qis}a>s apabila wali korban memaafkan akan 
diganti dengan diyat atau denda 100 (seratus) ekor unta. Pada hukum 
pidana Islam diyat merupakan hukuman pengganti.13 
Jarimah qis}a>s juga telah ditentukan jenis dan beratnya hukuman 
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi, pada jarimah qis}a>s 
terdapat hak adami sehingga membuka kesempatan kepada korban, 
wali, atau ahli waris korban memberi pengampunan. Jika korban, wali 
                                                          
11 Ibid. 
12 Ibid., 577. 
13 Ibid. 
 



































atau ahli waris korban memberi pengampunan, maka hukuman akan 
diganti dengan diyat. Apabila pelaku tidak dapat membayar diyat dan 
korban atau walinya memaafkan, maka hukuman yanga kan 
diterimanya berupa ta’zir   yang mana kadar hukumannya ditentukan 
oleh hakim dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku.14 
c. Jarimah  ta’zir    
Ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atau jarimah-jarimah  
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Pada jarimah hudud, 
qis}a>s, dan diyat kadar dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh 
syara’, sedangkan pada jarimah ta’zir  kadar dan jenis hukumannya 
yang menentukan adalah penguasa atau hakim. Jarimah ta’zir  dalam 
hukum pidana Islam hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman 
dari yang berat sampai dengan yang ringan. Hakim diberi kebebasan 
dalam berijtihad untuk memberikan hukuman pada jarimah  ini sesuai 
dengan jenis jarimah  dan keadaan pelakunya.15 
Dasar hukum adanya jarimah ta’zir, berlandaskan kepada 
umumnya hadis Nabi saw yang mengungkapkan: 
 الَ َضَرَر َوالَ ِضرَارَ 
“Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh melakukan 
pengrusakan”.16 
Dari hadis di atas muncul kaidah: 
 اَلضََّرُر يُ زَالُ 
                                                          
14 Ibid., 579. 
15 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249. 
16 Al-Imam Jalaludin As-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nazha’ir fi al-furu’ (Jeddah: Al-Haramain 
t.th), 61. 
 



































“Kerusakan itu harus dilenyapkan”.17 
Para khalifah menjadikan hadis ini sebagai rujukan untuk 
menetapkan hukuman terhadap kejahatan yang tidak mungkin 
dikenakan hukuman qis}a>s dan diyat dan pula tidak hukuman hudud.18 
Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum 
untuk jarimah dan hukuman ta’zir  antara lain tindakan Sayidina 
Umar Ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan 
seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya 
dengan membiarkan kambingnya dalam posisi telentang. Khalifah 
Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan berkata “asah dulu 
pisau itu!”. 
Dari peristiwa di atas, perbuatan yang dilakukan seseorang itu 
merupakan perbuatan makruh, tetapi tetap dikenakan hukuman 
sebagai pelajaran terhadap pelaku dan juga orang lain agar tidak 
mengulanginya lagi, dan juga siapapun tidak melakukan perbuatan 
semacam itu. Hukuman ta’zir   semarah ini bukan perbuatan maksiat 
melainkan ta’zir   atas perbuatan pelanggaran.19 
Dari segi sifatnya, jarimah ta’zir  dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 
1) Ta’zir   karena melakukan perbuatan maksiat 
2) Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum. 
                                                          
17 Abi Al-Qadhi Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, Al-Fawaid Al-Janiyyah, Jilid I (Bairut: Dar 
Al-Rasyid, t.th), 257. 
18 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 
2008), 466. 
19Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam ..., 253-254. 
 



































3) Ta’zir   karena melkaukan pelanggaran.20 
Dari segi hak yang dilanggar, jarimah ta’zir  di bagi menjadi 
dua bagian yaitu:21 
1) Jarimah ta’zir  yang menyinggung hak Allah 
2) Jarimah ta’zir  yang menyinggung hak individu. 
Yang dimaksud jrimah ta’zir yang menyinggung hak Allah 
adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan 
kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, 
pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang 
bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan 
lain-lain. Sedangkan yang dimaksdu dengan jarimah yang 
menyinggung hak individu adalah segala perbuatan yan 
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang bnayak. 
Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.22 
Dari segi dasar hukum (penetapannya), ta’zir   juga dapat 
dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 
1) Jarimah ta’zir  yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qis}a>s, 
tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti 
pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri. 
2) Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi 
hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mnegurangi 
takaran dan timbangan. 
3) Jarimah ta’zir  yang baik jenis maupun sanksinya belum 
ditentukan oleh syara’. 
Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, 
seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 
Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir  secara 
rinci menjadi enam bagian, yaitu: 
                                                          
20 Ibid., 255. 
21 Ibid. 
22 Ibid., 252. 
 



































1) Jarimah ta’zir   yang berkaitan dengan pembunuhan 
2) Jarimah ta’zir   yang berkaitan dengan pelukaan 
3) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap 
kehormatan dan kerusakan akhlak 
4) Jarimah ta’zir   yang ebrkaitan dengan harta 
5) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 
6) Jarimah ta’zir  yang berkaitan dengan keamanan umum. 
Dari keenam bagian tersebut berikut penjelasannya: 
1) Jarimah  yang berkaitan dengan pembunuhan 
Pembunuhan disini diancam dengan hukuman mati. Apabila 
hukuman mati (qis}a>s) dimaafkan maka hukumannya diganti 
dengan diyat. Apabila hukuman diyat dimaaafkan maka ulil amri 
berhak untuk menjatuhkan hukuman ta’zir apabila hal itiu 
dipandang  lebih maslahat. Contoh lain dari pembunuhan yang di 
ancam dengan hukuman ta’zir adalah percobaan pembunuhan 
apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maknsiat. 
2) Jarimah  ta’zir   yang berkaitan dengan pelukaan 
Menurut Imam Malik, hukuman ta’zir dapat digabungkan 
dengan qis}a>s dalam jarimah pelukaan, karena qis}a>s merupakan hak 
admi, sedangkan ta’zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. 
Disamping itu, ta’zir juga dapat dikenakan terhadap jarimah  
pelukaan apabila qis}a>s-nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan 
karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara’. 
Menurut mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Ta’zir   juga 
dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakuakn jarimah  
pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), disamping dikenakan 
hukuman qis}a>s. 
3) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap 
kehormatan dan kerusakan akhlak 
 



































Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan ini adalah jarimah  
zina, menuuduh zina, dan penghinaan. Perzinaan yang diancam 
dengan ta’zir  diantaranya adalah perzinaan yang tidak memenuhi 
syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam 
pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya (objeknya). Zina disini 
termasuk perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan 
dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan 
seksual, dan sebagainya. 
Penuduhan zina yang dikategorikan ta’zir  adalah apabila 
yang dituduh itu bukan orang muhshan. Muhshan menurut para 
ulama adalah berakal, baligh, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. 
Apabila seseorang tdiak memiliki syarat-syarat tersebut, maka ia 
termasuk ghairu muhshan. Termasuk juga pada ta’zir , penuduhan 
etrhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan 
tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian 
pula tuduhan zina dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat 
Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta’zir   bukan hudud. 
Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan 
kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada ta’zir , seperti 
tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-
panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan 
semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman ta’zir   
4) Jarimah  ta’zir   yang berkaitan dengan harta 
Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah  
pencurian dan perampokan. Apabila kedua syarat tersebut telah 
dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had, tetapi jika syarat 
untuk dikenakan hukuman had tidak dipenuhi maka dikenakan 
hukuman ta’zir . Seperti contoh percobaan pencurian, pencopetan, 
pencurian yang tidak mencapai batas nibah, meng-ghasab, dan 
 



































perjudian. Sedngakan contoh dari perampokan speerti permapokan 
yang lakukan anak yang masih dibawah umur. 
5) Jarimah ta’zir   yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 
Yang etrmasuk dalam jarimah ta’zir   ini, antara lain seperti 
saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) 
di depan sidnag pengadilan, meyakiti hewan, melanggar hak 
privacy orang lain (misal masuk rumah orang lain tanpa izin). 
6) Jarimah ta’zir   yang berkaitan dengan kemaslahatan umum 
Jarimah ta’zir   yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 
a) Jarimah  yang menggunakan keamanan negara/pemerintah, 
seperti spionase dan percobaan kudeta 
b) Suap 
c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lali 
dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan 
hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-
wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara 
d) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap 
masyarakat 
e) Melawan petugas pemerintah dan membnagkang terhadap 
peraturan, speerti melawan petugas pajak, penghinaan 
terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.23 
Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa hukuman ta’zir    
adalah hukuman yang belum ditetapkan oeh syara’ dan diserahkan 
kepada ulil amrri untuk menetapkannya. Hukuman ta’zir  secara garis 
besar dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: 
1) Hukuman ta’zir   yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan 
jilid (dera). 
2) Hukuman yang berkaidan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 
hukuman penjara dan pengasingan. 
                                                          
23Ibid., 255. 
 



































3) Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 
penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang. 
4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil mari demi 
kemaslahatan umum. 
Dari ke empat tersebut, berikut penjelasannya: 
1) Hukuman ta’zir   yang berkitan dengan badan 
a) Hukuman mati 
Dalam jarimah  ta’zir, hukuman mati diterapkan oleh para 
fuqaha secara beragam. Hanafiah membolehkan ulil amri untuk 
menerapkan hukuman mati sebagai ta’zir  dalam jarimah -
jarimah  yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila 
jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya 
pencurian yang dilakukan secara berulang-ulang dan menghina 
Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun 
setelah itu masuk Islam. 
Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai 
ta’zir    untuk jarimah -jarimah  ta’zir   tertentu, seperti contoh 
melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga 
dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam 
Ibnu Uqail. 
Sebagian fuqaha Syafi’iyah membolehkan hukuman mati 
sebagai ta’zir  dalam kasus penyebaran aliaran-aliran sesat yang 
menyimpang dari ajaran Alquran dan Assunnah. Demikian pula 
hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual 
dengan tidak membedakan antara muhshan dan ghairu 
muhshan. 
b) Hukuman jilid (dera) 
Menurut pendapat Hanafiah, jilid sebagai ta’zir  harus 
dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan 
ta’zir   orang yang terhukum akan jera. Akan tetapi hukuman 
 



































jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan 
organ-organ tubuh dan membahayakan jiawa, karena tujuannya 
memberi pelajaran dan pendiidkan kepadanya. 
2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 
a) Hukuman penjara 
Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang 
dimaksud dengan hukuma penjara menurut syara’ bukanlah 
menahan pelaku ditempat sempit, melainkan menahan 
seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan 
hukum, baik penahanannnya tersebut didalam rumah, masjid 
atau ditempat lainnya 
b) Hukuman pengasingan 
Jarimah  ta’zir  yang dikenakan hukuman pengasingan 
adalah orang-orang yang berperilaku mukhannats (waria). 
Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah  
yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga 
pelakunya harus diasingkan (dibuang) untuk menghindarkan 
dari pengaruh-pengaruh tersebut. 
3) Hukuman ta’zir   yang berkaitan dengan harta 
a) Status hukumnya 
Menurut Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara 
mengambil harta tidak diperbolehkan. Tetapi menurut Imam 
Abu Yusuf yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan 
Imam Ahmad Ibn Hanbal, hukuman ta’zir dengan cara 
mengambil harta itu diperbolehkan apabila membawa 
kemaslahatan. 
b) Pengertiannya 
Hukuman ta’zir  dengan mengambil harta itu bukan untuk 
diri hakim sendiri melainkan untuk kas negara (umum), dan 
untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa bertobat 
 



































maka harta tersebut dapat di tasaruf-kan untuk kepentingan 
yang mengandung kemaslahatan. 
c) Macam-macamnya 
(1).  Menghancurkannya 
Pengahancuran barang ini tidak selamanya 
merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu 
boleh dibiarkan atau disedekahkan. 
(2).  Mengubahnya  
Hukuman ta’zir  yang berupa mengubah harta 
pelaku antara lain seperti mengubah patung yang 
disembah oleh orang muslim dengan cara memotong 
bagian  kepalanya, sehingga mirip dengan pohon. 
(3).  Memilikinya 
Hukuman ta’zir  berupa pemilikan harta penjahat 
(pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw 
melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-
buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula 
keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda 
bagi orang yang menggelapkan barang temuan.wujud dari 
benda tersebut adalah denda atau dalam bahas arabnya 
disebut Gharamah. Maka hukuman denda sebagai salah 
satu jenis hukuman ta’zir    dalam syariah Islam. 
Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat 
hukuman-hukuman ta’zir   yang lain, sepert: 
1) Peringatan keras 









































7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.24 
 
                                                          
24 Ibid., 258-268. 
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 BAB III  
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL 
HUTAN TANPA IZIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
SLAWI NOMOR: 99/PID.B/LH/2019/PN SLW 
 
A. Deskripsi Kasus 
Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 di Pengadilan Negeri Slawi 
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat 
pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan 
Terdakwa Masroni bin Abduloh yang beralamat di Desa Jatiwangi RT. 04 
RW. 01 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.1 
Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 
nomor perkara 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw dengan dakwaan tunggal diancam 
pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2 
Berawal dari Saksi Sugiyanto bin Asmanto dan Bagus Sajiwo bin Aris 
Ghozali diperintah oleh Sdr. Waryono (DPO) untuk mengangkut 15 (lima 
belas) gelondongan kayu jati dengan berbagai ukuran dan diameter berbeda-
beda di Desa Rajegwesi ke dalam truk Mitsubishi warna kuning kombinasi 
tahun 2015 dengan Nomor Polisi E-9968-D, setelah kayu-kayu tersebut 
dimuat ke dalam truk kemudian Terdakwa tas perintah Sdr. Waryono 
membawa truk tersbeut ke Slawi namun untuk tepat lokasinya yang 
mengetahui adalah Sdr. Waryono karena apabila sudah sampai di Slawi 
Terdakwa akan dijemput oleh Sdr. Waryono. 
Kayu jati sebanyak 15 (lima belas) batang yang dimuat kedalam truk 
tersebut merupakan kayu hasil hutan produksi yang berasal dari kawasan 
hutan produksi milik perhutani KPH Ballapulang wilayah KRPH Kaligimber 
                                                          
1  Direktori Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw, 1. 
2  Ibid., 2. 
 


































BKPH Margasari KPH Balapulang yang pengangkutannya harus memiliki 
DKB (Daftar Angkutan Kayu Bulat) dari hutan ke TPK (Tempat 
Penampunagn Kayu) ATAU SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
Kayu) dari TPK ke pembeli. 
Pada saat Terdakwa mengemudikan truk tersebut di Jalan Raya 
Randusari-Jatibarang masuk Desa Randusari Kecamatan Randusari Kabupaten 
Tegal, anggota Polres memberhentikn dan pada saat diberhentikan Terdakwa 
tidak bisa menunjukkan surat-surat beserta dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan kelengkapan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. 
Berdasarkan surat keputusan direksi perum perhutani Nomor 
664/KPTS/DIR/2010, tanggal 01 Oktober 2010, untuk 15 (lima belas) 
gelondong kayu jati yang dimuat didalam KBM truk merk Mitsubishi warna 
kuning kombinasi tahun 2010 Nomor Polisi E-9968-D tersebut pihak 
perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 7.612.913,00 (tujuh juta enam 
ratus dua belas sembilan ratus tiga belas rupiah). 
B. Keterangan Saksi 
1. Saksi Juni Putra Irianto bin Kastolani dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:3 
a. Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan 
terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 
07.00 WIB di Jalan Raya Randusari-Jatibarang masuk desa Randusari 
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal; 
b. Kejadian tersebut berawal dari informasi yang diperoleh pada hari 
Rabu  tanggal 29 Meei 2091 sekitar pukul 00.00 WIB bahwa akan ada 
truk yang mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi dokumen kayu di 
Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Dari 
informasi tersebut, atas perintah Kasat, Saksi diikutsertakan dalam tim  
yang beranggotakan 5 (lima) orang untuk mengembangkan informasi 
                                                          
3 Ibid., 3. 
 


































tersebut. Kemudian tim bergerak menuju Desa Randusari Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal untuk melakukan penyelidikan. Setelah 
informasi lengkap, tim segera bergerak untuk melakukan pengejaran 
terhadap pelaku. Pada pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Randusari-
Jatibarang masuk desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 
Tegal ditangkaplah Pelaku yang bernama Masroni bin Abduloh yang 
mengemudikan sebuah kendaraan bermotor truk. Setelah ditangkap 
dan diperiksa truk tersebut bermuatan kayu jati tanpa dilengkapi 
dokumen kayu. Kemudian Saksi bersama rekan-reknanya 
mengamankan Pelaku dan kendaraan bermotor truk beserta muatannya 
ke Kantor Polres Tegal; 
c. Saksi sempat melihat ke atas kendaraan bermotor truk tersebut dan 
benar truk tersebut bermuatan kayu jati, yang dimuat di atas kendaraan 
bermotor truk tersebut. Pada waktu itu Saksi hanya bertugas 
mengamankan pelaku ke dalam mobil dan membawanya ke kantor 
Polres Tegal; 
d. Menurut pengakuan Terdakwa, kayu jati yang dimuat di atas 
kendaraan bermotor truk akan diangkut ke daerah Pagerbarang, namun 
Saksi tidak mengetahui kayu jati tersebut milik siapa; 
2. Saksi Akhmad Supriyono bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:4 
a. Saksi mendapat informasi tentang diamankannya kendaraan bermotor 
truk yang bermuatan kayu jati dari pihak kepolisian. Kemudian Saksi 
langsung menuju kantor Polres Tegal untuk mengeceknya. 
Sesampainya di kantor Polres Tegal, Saksi membantu melakukan 
pengukuran terhadap kayu tersebut secara rinci. Setelah itu, Saksi 
langsung menuju ke hutan kayu jati untuk mengetahui dimanakan kayu 
etrsebut diambil. Setelah kroscek ternyata benar kayu jati tersebut 
diambil di hutan jati milik Negara di Petak 82A-2 dan Petak 72A-2; 
                                                          
4 Ibid., 4. 
 


































b. Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian terkait dengan 
diamankannya kendaraan bermotor truk yang bermuatan kayu jati 
tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019; 
c. Ketika itu Saksi melihat kendaraan bermotor truk warna kuning 
dengan nomor polisi E-9968-D dan kayu jati yang Saksi ukur sebanyak 
15 (lima belas) gelondong; 
d. Saksi mengetahui bahwa kayu jati yang Saksi ukur tersebut berasal 
dari hutan jati milik Negara Petak 82A-2 dan 72A-2 karena dilihat dari 
ciri-ciri fisik kayu jati tersebut seperti tebal galih dan gubalnya sama 
dengan tunggak kayu yang ada di petak 82A-2 dan 72A-2; 
e. Tidak ada penebangan kayu jati oleh pihak perhutani pada hutan jati 
milik Negara di Petak 82A-2 dan 72A-2 secara otomatis tidak ada 
dokumen kayu yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani; 
f.    Saksi menemukan tunggak kayu jati di Petak 82A-2 dan 72A-2 
sebanyak 8 (delapan) tunggak kayu dan semuanya bukan merupakan 
tunggak kayu hasil penebangan oleh Perhutani. Tunggak kayu hasil 
penebangan Perhutani setinggi 10 (sepuluh) cm, sedangkan 8 (delapan) 
tunggak kayu tersebut lebih tinggi dan terlihat janggal; 
g. Setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan, kerugian yang 
dialami oleh pihak Perhutani dari kejadian tersebut sebesar Rp 
7.612.913,00 (tujuh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga 
belas rupiah); 
h. Dokumen yang harus dimiliki untuk mengangkut kayu jati hasil hutan 
milik Negara berupa DKB (Daftar Kayu Bulat) atau SKSHHK (Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu); 
3. Saksi Edi Suyanto bin Warlani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:5 
                                                          
5 Ibid., 5. 
 


































a. 1 (satu) unit KBM truk warna kuning yang dijadikan barang bukti 
dalam perkara ini adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa 
sebellum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian; 
b. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Truk warna kuning tersebut 
pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar puku 03.30 WIB di rumah 
Saksi yang beralamat di Desa Karanglo RT. 18 RW. 04 Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes; 
c. Sistem sewa terhadap 1 (satu) unit KBM Truk warna kuning tersebut 
adalah lepas kunci dan terdakwa akan membayar uang sewa kepada 
Saksi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah 
termasuk untuk biaya bahan bakar minyaknya; 
d. Terdawa belum membayar uang sewa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus 
lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena perjanjian antara 
Terdakwa dengan Saksi adalah bahwa uang tersebut akan dibayar 
ketika pekerjaan sudah selesai; 
e. Pada malam sebelumnya sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelpon 
Saksi dan menyampaikan akan menyewa kendaraan tersebut untuk 
mengangkut rombongan petani yang akan memanen padi di daerah 
Warureja Kabupaten Tegal kemudian pada pukul 03.30 WIB datang ke 
rumah Saksi untuk membawa truk tersebut; 
f.    Berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, 1 (satu) unit KBM truk 
warna kuning milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk 
mengangkut rombongan petani yang akan memanen padi di daerah 
Warurejo Kabupaten Tegal, namun pada pukul 07.00 WIB Saksi 
ditelpon oleh petugas Kepolisian yang memberitahukan bahwa 1 (satu) 
unit KBM truk warna kuning milik Saksi tersebut berada di kantor 
Polres Tegal. Kemudian Saksi bergegas menuju ke kantor Polres Tegal. 
Setelah sampai disana Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit KMB 
truk warna kuning milik Saksi tersebut telah diamankan oleh petugas 
 


































Kepolisian karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 
kayu jati tanpa surat-surat; 
g. Terdakwa baru pertama kali menyewa 1 (satu) unit KBM warna 
kuning milik Saksi tersebut; 
h. Saksi memiliki 1 (satu) unit KBM warna kuning tersebut baru 4 
(empat) bulan berjalan, dengan sistem kredit melalui jasa penjamin 
kredit (leasing). Saksi memiliki dokumen kepemilikan 1 (satu) unit 
KBM warna kuning tersebut dan surat-surat lainnya masih atas nama 
orang lain. Sedangkan dokumen yang ada pada jasa penjamin kredit 
(leasing) atas nama Saksi sendiri; 
4. Saksi Sugiyanto bin Asmanto yang dibacakan dipersidangan pada 
pokoknya sebagai berikut:6 
a. Saksi telah disumpah di depan Penyidik sebelum memberikan 
keterangannya; 
b. Pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu buruh angkut barang; 
c. Saksi kenak dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan 
keluarga, hanya teman biasa; 
d. Saksi mengetahui yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat 
keterangan sahnya hasil hutan tersebut adalah Terdakwa, warga Desa 
Jatiwangi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal; 
e. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan KBM truk yang 
berisi muatan kayu jati; 
f.    Terdakwa mengangkut kayu jati pada hari Rabu 29 Mei 2019 sekitar 
pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Randusari-Jatibarang masuk desa 
Randusari Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal; 
g. Sepengetahuan Saksi, kayu jati tersebut merupakan milik sdr. 
Waryono, warga desa Rajegwesi rt. 03 rw. 04. Kecamatan Pagerbarang 
Kabupaten Tegal; 
                                                          
6  Ibid., 6. 
 


































h. Jumlah kayu jati yang telah dibawa  oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima 
belas) gelondong kayu jati dengan berbagai ukuran  panjang dan 
diameter yang berbeda-beda; 
i.     Sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati 
tersebut adalah 1 (satu) unit KBM truk warna kuning kombinasi 
dengan Nomor Polisi E-9968-D; 
j.     Kayu jati tersebut diangkut dari desa Rajegwesi Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal; 
k. Sepengetahuan Saksi kayu jati tersebut akan dibawa ke daerah Slawi, 
namun tepatnya Saksi tidak tahu; 
l.     Saksi bersama dengan Sdr. Bagus Sajiwo awalnya dipperintah oleh Sdr. 
Waryono untuk buruh muat kayu jati dari Desa Rajegwesi Kecamatan 
Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan menggunakan KBM truk yang 
sudah disiapkan. Kemudian Saksi bersama Sdr. Bagus Sajiwo langsung 
memuat kayu jati tersebut ke dalam truk dan selanjutnya dibawa oleh 
Terdakwa menuju daerah Slawi namun ketika baru sampai di Jalan 
Raya Randusari, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian; 
m. Upah Saksi memuat kayu jati ke dalam truk yaitu sebesar Rp. 
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Waryono; 
n. Saksi baru stau kali diperintahkan oleh Sdr. Waryono untuk memuat 
kayu jati kedalam truk; 
o. Sepengetahuan Saksi pada saat Sdr. Waryono mengangkut kayu jati 
tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atas kayu jati tersebut. 
C. Keterangan Saksi Ahli 
Seger Supangan bin Warso Sumanto dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut:7 
1. Kepada Ahli diperlihatkan 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai 
macam ukuran panjang dan diameter; 
                                                          
7  Ibid., 7. 
 


































2. Menurut Ahli 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran 
panjang dan diameter tersbeut merupakan kayu jati hasil hutan produksi 
yang berasal dari kawasan hutan produksi yang pengangkutannya harus 
memiliki DKB (Daftar Kayu Bulat) dari hutan ke TPK atau SKSHHK 
(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari TPK ke pembeli; 
3. 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran yang panjang 
dan diameter terebut merupakan kayu jati hasil hutan produksi yang 
berasal dari kawasan hutan produksi dilihat dari ciri-ciri fisik kayu 
tersebut seperti teras (galih) berwarna cokelat kehitaman dan cokelat 
kemerahan serta gubal (tepi) berwarna putih kekuningan. Disamping itu 
juga dilihat dari perbedaan warna yang jelas antara teras dan gubalnya 
serta memiliki lingkaran tumbuh/lingkaran tahun yang tampak jelas; 
4. Terkait dengan dokumen pengangkutan, kepemilikan dan penguasaan 
hasil hutan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Kehutanan dan Permenhut Nomor: P/42/Menhut-II/2014 tentang 
Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara; 
5. Seseorang yang mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi dengan dokumen kayu terebut dapa dikenakan sanksi pidana. 
D. Keterangan Terdakwa 
1. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 
Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Raya Randusari-Jatibarang 
ikut wilayah Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;8 
2. Terdakwa telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu 
jati sebanyak 15 (lima belas) gelondong dengan berbagai macam ukuran 
panjang dan diameter; 
3. Terdakwa mendapatkan kayu jati tanpa dilengkapi surat keterangan 
sahnya hasil hutan tersebut dari samping penggilingan padi yang terletak 
di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dengan 
                                                          
8  Ibid., 8. 
 


































menggunakan 1 (satu) unit KBM truk warna kuning dengan nomor polisi 
E-9968-D; 
4. 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan 
diameter tersebut merupakan milik Sdr. Waryono. Warga Desa Rajegwesi 
RT. 03 RW. 04 Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Terdakwa 
hanya diperintahkan oleh Sdr. Waryono untuk mengnagkutnya dari Desa 
Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menuju ke daerah 
Slawi Kabupaten Tegal; 
5. Sdr. Waryono mendapatkan 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai 
macam ukuran panjang dan diameter tersebut dari hutan jati milik 
pemerintah di area hutan Kecamatan Pagerbarang BKPH Balapulang; 
6. Terdakwa mengangkut 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbgaai 
macam ukuran panjang dan diameter tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang 
sebgaai buruh angkut yaitu saksi Sugiyanto dan Sdr Bagus Sajiwo yang 
bertugas menaikkan kayu jati tersebut ke bak truk. Keduanya 
diperintahkan oleh Sdr. Waryono; 
7. Terdakwa menerima upah ongkos untuk mengangkut 15 (lima belas) 
gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjnag dan diameter 
tersebut dari Sdr. Waryono sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). Upah atau ongkos tersebut akan diberikan ketika pekerjaan telah 
selesai dilaksanakan; 
8. Terdakwa baru pertama kali mengangkut kayu jati hasil hutan yang tidak 
dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut atas perintah Sdr. 
Waryono; 
9. Setelah menerima perintah dari Sdr, Waryono untuk mengangkut 15 (lima 
belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang dan diameter 
tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Edi Suyanto 
untuk menyewa 1 (satu) unit KBM truk milik saksi Edi Suyanto; 
 


































10. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Edi Suyanto untuk menyewa 1 
(satu) unit KBM truk sebagai sarana untuk mengangkut rombongan 
petani yang akan memanen padi di daerah Warureja; 
11. Ongkos sewa 1 (satu) unit KBM truk yang kaan diberikan oleh Sdr. Edi 
Suyanto sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 
12. Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk mengangkut, 
menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut; 
13. Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian , handphone milik Terdakwa 
disita oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menggunakan handphone 
tersebut untuk berkomunikasi dengan Sdr. Waryono dan Saksi Edi 
Suyanto. 
E. Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan 
persidangan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal 
yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberanasan 
Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:9 
1. Orang Perseorangan 
Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang 
yang menjadi subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang 
kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas 
perbuatan yang dilakukannya. Perlunya unsur “orang perorangan” ini 
untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan 
terdakwa ke muka persidangan. Subyek hukum dalam perkara ini, yang 
telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu Masroni bin 
                                                          
9  Ibid., 12. 
 


































Abduloh yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan 
sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan.  
Berdasrkan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendirian tidak 
ada kesalahan atau error in persona tentang Terdakwa yang diajukan di 
depan persidangan, maka unsur “orang perorangan” telah terpenuhi. 
2. Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
kayu 
Dalam Memori van Teolichting (MvT) kesengajaan atau opzet di 
artikan sebagai willens en weten (menghendaki atau mengetahui). 
Perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk 
melakukan suatu eprbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui 
diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan 
tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.  
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, 
maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan 
Terdakwa memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal 
tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Ahli yang 
dihadirkan dalam perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim 
“dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini tidak dapat ditafsirkan 
sebagian atau terpisah dari rumusan delik dibelakangnya, melainkan harus 
ditafsirkan dalam satu kesatuan  rumusan delik, sehingga dengan 
demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja 
telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu”” telah 
terpenuhi. 
3. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan 
Menurut Pasal 1 angka 12 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan vide Pasal 1 
angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 
 


































yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 
pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 
Hakim menimbang, berdasarkan peraturan a quo, bahwa setiap 
pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil 
Pemanenan (KHP) wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen 
angkutan yang merupakan Syarat Keterangan  Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH). Adapun yang merupakan dokumen izin pengangkutan kayu 
meliputi: 
1) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) 
2) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) 
3) Nota Angkutan 
Hakim menimbang, Terdakwa mengetahui bahwa melakukan 
pengangkutan kayu dari kawasan hutan harus memiliki surat izin 
pengangkutan dan setiap kayu hasil hutan yang dibawa keluar dari 
kawasan hutan tersebut harus ada surat keterangan sahnya hasil hutan. 
Hakim menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka 
unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 
telah terpenuhi. 
Hakim menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 
ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah 
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan tunggal. 
Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak 
menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat 
menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka 
 


































Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang 
setimpal dengan kesalahannya. 
Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. 
F. Hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman 
1. Hal yang memberatkan hukuman:10 
a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Perum Perhutani 
2. Hal yang meringankan hukuman:11 
a. Terdakwa bersikap dopan dipersidangan 
b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya tersebut di kemudian hari 
c. Terdakwa belum pernah dihukum. 
G. Putusan Hakim 
Dalam kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam putusan 
hakim nomor 99/Pid.B/LH/2019/PN. Slw, hakim memutuskan bahwa:12 
1. Menyatakan Terdakwa Masroni bin Abduloh telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja 
Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan 
Sahnya Hasil Hutan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 
(dua) bulan. 
                                                          
10  Ibid., 22. 
11  Ibid. 
12  Ibid. 
 


































3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) Unit KBM Mistsubishi Canter warna kuning tahun 2010 
warna kuning kombinasi Nomor Polisi E-99680-D Nomor Rangka 
MHMFE74PSAK033468, Nomor Mesin 4D34TF74723 a.n Hadiyanto 
Jl. Kalijaga Nomor 144 Pegambiran Cirebon-Lemahwungkuk beserta 
STNK dan kunci kontaknya; 
b. 15 (lima belas) gelondong kayu jati berbagai macam ukuran panjang 
dan diameter dirampas; untuk negara, 
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 
(lima ribu rupiah). 
 
 



































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR: 99/Pid.B/LH/2019/PN SLW 
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN 
TANPA IZIN 
 
A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan 
Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang menjadi dasar untuk 
memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim 
harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan 
termasuk fakta-fakta di dalam persidangan. Salah satu aspek terpenting dalam 
putusan hakim adalah untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan 
hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, 
disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 
sehingga putusan hakim harus disikapi dengan telititi, baik, dan cermat.1 
Selain itu dasar pertimbangan hakim juga sangat penting untuk melihat 
bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan 
yang telah ditentukan atau tidak. Karena jika putusan hakim tidak sesuai 
dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, akan berdampak negative 
terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan juga tidak akan 
membawa manfaat bagi narapidana. 
                                                          
1 Mukti Ato, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014), 140. 
 


































Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin 
dengan Terdakwa Masroni Bin Abduloh. Pada saat itu Terdakwa ditangkap 
oleh petugas Kepolisisan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 09.30 
WIB di Jalan Raya Randusari-Jatibarang. Ia melakukan tindak pidana tersebut 
menggunakan KBM Truk warna kuning dengan nomor Polisi E-9968-D, pada 
saat itu Ia telah mengangkut kayu jati sebanyak 15 (lima belas) gelondong 
dengan berbagai macam ukuran panjang dan diameter. Kemudian setelah 
dilakukan penelitian oleh pihak kepolisian, kayu tersebut diambil di hutan jati 
milik Negara di petak 82A-2 dan 72A-2 di area hutan Kecamatan Pagerbarang 
BKPH Balapulang. Dan ketika ditanya tentang surat keterangan sahnya hasil 
hutan yang seharusnya menyertai kayu-kayu tersebut, Terdakwa tidak 
memilikinya. Akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak Perhutani mengalami 
kerugian sebesar Rp 7.612.913,00 (tujuh juta enam ratus dua belas ribu 
sembilan ratus tiga belas rupiah). 
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw Majelis Hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan unsur-unsur 
pada Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Orang Perseorangan 
Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang 
yang menjadi subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang 
 


































kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas 
perbuatan yang dilakukannya. Perlunya unsur “orang perorangan” ini 
untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan 
terdakwa ke muka persidangan. Subyek hukum dalam perkara ini, yang 
telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu Masroni bin 
Abduloh yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan 
sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan.  
Berdasrkan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendirian tidak 
ada kesalahan atau error in persona tentang Terdakwa yang diajukan di 
depan persidangan, maka unsur “orang perorangan” telah terpenuhi. 
2. Dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
kayu 
Dalam Memori van Teolichting (MvT) kesengajaan atau opzet di 
artikan sebagai willens en weten (menghendaki atau mengetahui). 
Perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk 
melakukan suatu eprbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui 
diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan 
tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.  
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, 
maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perbuatan 
Terdakwa memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal 
tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Ahli yang 
dihadirkan dalam perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim 
 


































“dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini tidak dapat ditafsirkan 
sebagian atau terpisah dari rumusan delik dibelakangnya, melainkan harus 
ditafsirkan dalam satu kesatuan  rumusan delik, sehingga dengan 
demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja 
telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu”” telah 
terpenuhi. 
3. Unsur tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan 
Menurut Pasal 1 angka 12 Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan vide Pasal 1 
angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 
yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 
pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 
Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, hakim harus juga 
memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan.  
Adapun hal yang memberatkan terdakwa yaitu: 
3. Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Perum Perhutani.  
Sedangkan hal yang meringankan yaitu: 
1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan 
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya tersebut dikemudian hari. 
 


































3.  Terdakwa belum pernah dihukum. 
Dari unsur-unsur di atas dan pertimbangan dari hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan Terdakwa, kemudian hakim menetapkan 
hukuman sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa Masroni bin 
Abduloh telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak 
dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, Menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh 
bulan) dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
Menurut analisis penulis, hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim 
kepada Terdakwa terlalu ringan dari ketentuan Undang-undang yang 
diberlakukan. Jika melihat ancaman hukumannya dalam Pasal 83 ayat (1) 
huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan 
hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). Padahal perbuatan Terdakwa ini dalam hal yang memberatkan 
merugikan pemerintah dalam upaya mendukung pemerintah dalam 
 


































pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Dalam hal ini sudah 
sepatutnya Terdakwa dikenakan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya 
dan dampak negatif yang di timbulkan serta hukumannya tersebut sesuai 
dengan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang, agar dapat 
membuat efek jera kepada Terdakwa dan memberikan suatu pencegahan 
kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama yang telah 
dilakukan oleh Terdakwa. 
Untuk memperkuat analisis penulis, dengan ini dipaparkan beberapa 
contoh putusan kasus Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa 
Izin: 
1. Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Tar. 
Dengan terdakwa Aris bin Nurdin, 43 tahun yang diputus oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b 
juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana  kurungan selama 1 (satu) bulan.2 
2. Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pid.B/LH/2019/PN Bla. 
Dengan terdakwa I Senen bin Sarmin umur 53 Tahun dan terdakwa II 
Supardi bin Sokamin 39 tahun, yang diputus oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Blora dengan Pasal 83 ayat 1 (satu) huruf b juncto 
                                                          
2 Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 93/Pid.B/LH/2017/PN Tar. 
 


































Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara 
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda 
masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 
pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan.3 
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Kayu 
Hasil Hutan Tanpa Izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 
99/Pid.B/LH/2019/PN Slw 
Kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang dilakukan oleh 
Masroni bin Abduloh di Jalan Raya Randusari-Jatibarang Desa Randusari 
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Terdakwa mengangkut 15 (lima 
belas) gelondong kayu jati milik Negara dengan berbagai ukuran panjang dan 
diameter tanpa dilengkapi dengan  Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH). 
Dalam Hukum Pidana Islam kasus tindak pidana pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan, 
sehingga menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, dan alam 
serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’. 
Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah al-qas}as} ayat 77 yang 
menyebutkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi yaitu: 
                                                          
3 Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pid.B/LH/2019/PN Bla. 
 


































اَر اْْلِخرََة  نْ َيا َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن ال ۖ  َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن  ۖ  دن
ُُِبن ا ۖ  َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف اأْلَْرِض  ۖ  اللَُّه إِلَْيَك  ْلُمْفِسِدينَ ِإنَّ اللََّه اَل   
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-qas}as} : 
77) 
 
Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa perbuatan pengangkutan kayu 
hasil hutan tanpa izin termasuk dalam jarimah  pengrusakan bumi yang telah 
dilarang oleh Allah SWT. Dan selaras dengan ayat diatas Al-Mawardi 
mengungkapkan bahwa: 
َها ِِبَدٍّ َأْو تَ ْعزِيْ  ُه تَعاََل َعن ْ ر  َاْلَْرَائُِم ََمْظُْورَاٌت َشْرِعيٌَّة َزَجَر اللّّٰ  
“Jarimah  adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang 
diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir .” 4 
 
Apabila perbuatan tersebut termasuk jari>mah, maka harus dijatuhi 
hukuman sesuai dengan klasifikasi jari>mah yang telah dilakukan. Perbuatan 
yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau 
jarimah  apabila memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur jarimah  dalam 
Hukum Pidana Islam dibagi menjadi tiga, yaitu :5 
1. Unsur Formal yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang 
perbuatan serta mengancamnya dengan hukuman  Pada kasus tersebut 
adalah Pasal 12 huruf e yang ancaman hukumannya dijelaskan pada Pasal 
83 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
                                                          
4 Djazuli, Fiqh Jinayah Cetakan III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11. 
5 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah (Surabaya: Pustaka Idea, 
2015), 12. 
 


































Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Sebagaimana Firman 
Allah SWT dalam surah Al-A’raf ayat 56 :  
َوالَ تُ ْفِسُدواْ ِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ  َرْحََت الّلِه َقرِيٌب مَِّن 
 اْلُمْحِسِنيَ 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 
Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut 
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.6 
2. Unsur material yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang tindakannya 
nyata dilakukan. Unsur ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang 
melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Tindakan terdakwa 
tersebut meruapakan unsur material, jika dalam hukum positif disebut 
dnegan unsur objektif. 
3. Unsur moral yaitu unsur yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak 
pidana yang diperbuat oleh si pelaku. Oleh karena itu, pelaku tindak 
pidana harus orang yang dapat memahami hukum, menegrti isi beban dan 
sanggup menerima beban tersebut. Pertanggungjawaban diberikan kepada 
seorang mukallaf  yaitu orang yang sudah ‘a >qil  dan ba>ligh. Dalam 
pertimbangan hakim di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
alasan pembenar atau alasan pemaaf, dari pertimbangan hakim jelas 
bahwa terdakwa telah dianggap mukallaf  dan ba>ligh dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
                                                          
6 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 224. 
 


































Sedangkan menurut analisis penulis, dari putusan hakim yang ada diatas, 
jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, hukumannya tidak sesuai karena 
hakim memutuskan hukuman penjara terlalu ringan dari peraturan Perundang-
undangan. Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin termasuk tindakan perusakan 
lingkungan yang hukumannya adalah Jarimah  tazi>r. Yang mana perbuatan 
tersebut telah menyinggung hak Allah dan mengganggu kemaslahan umum. 
Bentuk hukuman ta’zir   kadar ketentuannya berdasarkan syara’ dan untuk 
penetapan dan pelaksanaan hukuman diserahkan kepada uli> al-amr 
(penguasa).7 Hakim sebagai uli> al-amr yang diberikan kekuasaan untuk 
memutus suatu perkara harus memenuhi asas keadilan. Dan hukuman jari>mah 
bagi tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin ini adalah berupa 
pidana penjara yang salah satu bagian dari hukuman badan (uqubah 
badaniyah) dan denda (ghuramah) sebagai hukuman terhadap harta (uqubah 
maliyah). Menurut hokum pidada Islam, hukuman ta’zir yang berupa hukuman 
penjara dapat dilakukan dirumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. 
Sedangkan Ghuramah (ganti rugi) hukuman bagi pelaku perbuatan yang 
diancam dengan hukuman ta’zir dengan cara membayar harta sebagai sanksi 
atas perbuatannya. Pada intinya, hukuman ta’zir pelaku tindak pidana 
pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin ini diserahkan kepada majelis hakim 
                                                          
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258. 
 


































agar memberi sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan umum 





                                                          
8 Fatih Teguh Saputra, “Penerapan Hukum Pidana serta Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku 
Penebangan Liar yang  bermukim di Sekitar Kawasan Hutan Milik Negara (Perkara No. 2615 
K/Pid.Sus/2015)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta, 2017), 49. 
 





































Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari analisis penulis, 
maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN 
Slw. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara terlalu ringan yaitu 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) yang seharusnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat 
(1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberanasan Perusakan Hutan yaitu pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).  
2. Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw 
tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin tidak 
sesuai dengan Hukum Pidana Islam karena perbuatan terdakwa 
merupakan tindakan perusakan lingkungan yang hukumannya adalah 
jarimah ta’zir   yang diserahkan kepada majelis hakim agar memberi 
sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan umum berdasarkan kaidah 
hukum pidana Islam dan harus memenuhi asas keadilan, serta tidak terlalu 
 


































meringankan hukuman sehingga tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penuis memberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi semua aparat penegak hukum, semoga dapat memberikan hukuman 
yang setimpal dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang, 
hukumannya tidak terlalu ringan dan sesuai dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku. Dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, serta 
tidak terulang kembali kasus-kasus seperti itu dan tidak menimbulkan 
kerugian bagi negara serta tidak merusak lingkungan yang ada disekitar. 
2. Dengan adanya kasus seperti ini, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi 
kita semua agar senantiasa untuk menjaga kelestarian lingkungan  dan 
tidak melakukan tindak pidana yang mana dapat merugikan diri senidri, 
orang lain, serta lingkungan sekitar. Karena lingkungan termasuk ciptaan 
Allah SWT dan merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada 
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